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MENEMUKA: [ AR H.POLITIK HUKUM INDONESIA
MENGENAI_Z ERJANJIAN INTERNASIONAL

) '_I_' Nyoman Karsana
Advokat di Denpasar

Indonesm dalam beberapa tahun . b ,angan ini semakin banyak terhbat dalam perjanjian
internasional. Berbagai perja 1jian mternasmnal telah ditandatangani dan diratifikasi oleh -
Indonesia sebagai wujud partlslpa51 Indonesia dalam berbagai persoalan dunia. Namun
demikian, persoalan yang sering muncul adalah implementasi dari perjanjian-perjanjian
tersebut ke dalam hukum nasional. Permasalahan implementasi ini muncul karena Indonesia

sampai saat ini belum secara lelas menrentukan politik hukumnya menyangkut status perjanjian .

internasional dalam tatanan hukum nasionalnya. UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan
perundang—perundang lainnya tidak membenkan arah kebijakan atau politik hukum
menyangkut isu hubungan antara hukum na 1onal dengan hukum internasional. Untuk
mengetahui status perjanjian mternasmnal da juga_hubungan antara hukum nasional dan
hukum internasional dapat dxhhat'dalam Dt claksanaan perjanjian internasional tersebut
~di Indonesia, yang menunju ' tidak konsisten. Sudah saatnya
Indonesia segera menentukan n internasional.

Kata Kunci: Perjanjian I

. Various treaties
ntto take part in the
ievel encountered
rnasional law and
stitution and other
ation of the treaties

Recently, Indonesia
have been signed a
global issues. How
some obstacleas an
national law is uncleg
national legislation is
in which Indonesia is a pa
and the relation between [
urgent for Indonesia to de

ound in practice. It is an
treaties.

Keywords: International Trea

A. Latar Belakang : menggunakan jalan kekerasan (perang)
Di era globalisasi saat ini, setiap maka saat ini forum yang digunakan

negara tidak bisa lagi menghindari sebagai arena “peperangan” adalah
~adanya saling mempengaruhi kepenting- =~ hukum internasional, terutama melalui
an. Jika dahulu perebutan pengaruh perjanjian internasional.”? Pada setiap

Penulis adalah seorang Advokat berdomisili di Denpasar Bali.

Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional di samping hukum
kebiasaan internasional, prinsip—prinsip hukum universal, putusan pengadilan internasional dan
pendapat para ahli hukum internasional. Peran perjanjian internasional semakin penting dan
berkembang sangat pesat karena hampir semua persoalan atau masalah-masalah internasional vang
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5 'menolak arus globahsam
~ perjanjian internasional yang dii
. akhirnya ikut mempengaruhi
: nasional.
_perjanjian internasional saat 1111 Jjau
kompleks, tidak hanya mengatur
kewajiban antar negara, namu
- mengurusi

perjanjian = internasional, 1 ‘yang
bersifat bilateral maupun multilateral,
kepentmgan setlap necrara dlpertaruh—
kan;. . :

Indonesia tentu

saja tldak-::"-blsa
Per_lan_pan-

Bukan ha

individu di: dalam éuatu

~ negara. Dengan alur pem1k1ran Sepertr ini

. Konstitusi:
- review”
- meratifikasinya yakni Undang-Undang
~ Nomor 38 Tahun 2008. Proses acara di

MK sudah berlangsung dan MK segera .
~akan memberikan putusannya. Gt I

; dalam -

: bertentangandenganUUD NRI Tahun
1945, Pada tanggal 5 Mei 2011 mereka

mengajukan gugatan ke Mahkamah
((MK), meminta “judicial
terhadap undang-undang yang

- Dua persoalan pokok mengemuka:'f
sidang MK,

dan kedua

- negaraan Indonesi

“internasional dalam sistem hukum kita

maka perjanjian internasional = yang
dilakukan Indonesia harus dilihat sebagal

kepanjangan tangan dari perjuangan f
kepentingan nasional di forum . inter- §

nasional. Dengan demlklan--
hukum perjanjian internasional
harus dibangun atas pond i

Namun sayangnya
internasional dala

jelas. Undang-U
Republik Indon
hukum tertin
mengenai  sta
internasional kegda
Dengan demikiag
terjadi perbedaan
terhadap status perf:

Persoalan statu
nasional mencuat ke
publik di Indonesia™
Undang Nomor 38 Tah it
Pengesahan Piagam ASEAN di Judzcaal
review di Mahkamah Konstitusi. Sistem
hukum nasional kita akan mengalami
fase  baru. Kedudukan perjanjian

mulai digugat. Sejumlah lembaga
swadaya masyarakat (LSM) yang
mempersoalkan Piagam ASEAN (yang
membentuk  pasar bebas) sebagai

tentang pertanyaan proseduralnya yaitu
“apakah MK dapat menguji perjanjian
internasional (traktat) terhadap UUD

- NRI Tahun 19457, dengan kata lain di

anakah letak hukum internasional pada
wkum nasional.
antara hukum internasional
g nasional memang belum
Jas meskipun telah ada
mor 24 Tahun 2000
ternasional. Hal ini
tidak tegasnya
dianut oleh
d jteori besar yang
r hubungan antara
dengan hukum
sme dan dualisme.
me  menempatkan
onal dan hukum nasional
ari satu kesatuan sistem
yn internasional berlaku
A p hukum nasional tanpa
harus melalui proses transformasi
melainkan inkorporasi sehingga tidak
dibutuhkan legislasi nasional yang sama
untuk memberlakukan hukum inter-

“nasional dalam hukum nasional. Karena

merupakan kesatuan sistem hukum maka
terdapat kemungkinan adanya konflik
antara hukum internasional dengan
hukum nasional. Dengan demikian ada

timbul belakangan ini diatur melalui perjanjian internasional. Penyebutan perjanjian internasional
dapat bermacam-macam, seperti agreement, convention, covenant, treaty, protocol dan lain-lain.
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dua percabangan dari teon _
mengutamakan hukum  internasional
dibandingkan hukum nasional (primat
hukum internasional) atau sebahknya
: (prunat hukum nasional).
) Teori  dualisme” mene [ patkan
' 'hukum mternasmnal sebaga;’sxste i yang

dlperlukan suatu transformam .
hukum internasional menjadi - hukum
‘nasional berdasarkan peraturan per—

‘undang-undangan. Dengan adanya trans-

~ Juris ten eine definition zu ihrem
- Begriffe von Recht,”” dan adigium

tersebut sampai sekarang masih tetap

 berlaku, termasuk hal mendefinisikan
. mengenai “Politik Hukum”.

" Dalam mengartikan politik hukum,

- Teuku Mohammad Radhie berpendapat
 bahwa politik hukum adalah pernyataan e
~ kehendak Penguasa Negara mengenai =
. hukum yang berlaku di wilayahnya dan =~
 mengenai arah ke mana hukum hendak =~
~diperkembangkan.
-Hakim Garuda Nusantara menyamakan
 politik hukum dengan politik pem-

Menurut  Abdul

formasi tersebut, maka kaidah ‘hukum
internasional diubah menjadi  kaidah
hukum nasional untuk berlaku sehingga

tunduk dan masuk pada - tata urutan \

perundangan nasional. Karena ‘mer
kan dua sistem yang berbeda mak
mungkin terjadi konflik antagd s
Berdasarkan kedua
apakah politik hu
. Indonesia? Monisy
campuran? Tulis
menemukan  ar
hukum Indone
internasional
pelaksanaan perjan]
Indonesia. .

Definisi Politik Hut

Di kalangan para
hukum belum ada kesatuan b
merumuskan definisi n
Hukum, bahkan sepanjangesejatah--yang
ada, rasanya sangat sulit untuk
menemukan agar para ilmuwan/sarjana
hukum memiliki pandangan yang sama
tentang sesuatu hal yaitu kesamaan

-~ pengertian mengenai hukum. Immanuel -

Kant pernah mengemukakan sebuah
adigium yang terkenal “Noch Suchen die

bangunan, yang kemudian diikuti oleh

~Moh. Mahfud MD., yang mengatakan
 bahwa politik hukum adalah legal policy
-yang akan atau telah dilaksanakan secara

fasional oleh Pemerintah Indonesia
i herikut: *

gunan dan pembinaan hukum,
a diungkapkannya bahwa:
bangunan dan pem-
ik hukum ini...”.
qum, tersirat dalam
ah menggariskan
nal pada Bab IV
fitumuskan sebagai

m sebagaimana
mat “Ditempuhnya
atau pembaharuan
an kalimat “Adapun
pembaharuan itu
I Tahun 1945 yang di
da memang memuat prinsip-
prinsip dasar yang menuntut adanya
politik hukum baru”.
4. Perubahan hukum, terungkap dalam
kalimat “...Perubahan hukum sebagai

Arti dari politik hukum ini semakin
dikacaukan lagi dengan dimasukkannya

L.J. Van Apeldorn, Pengantar llmu Hukum, Terjemahan Sadino Utarid, Jakarta, Pradnya Pramaita, 1993,

hlm. 1.

Moh. Mahfud MD., Perkembangan Politil Hukum, Studi Tentang Pengaruh Konfigurasi Politik Terhadap
Produk Hukum di Indonesia, Disertasi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1993, him. 3, 4, 11, 12, dan

13.
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1st11ah pohtlk pembartguna
nasional,” yang tersirat dalam:.;-kahmat
“juga sebagai masukan laln politik
pembangunan hukum nasmnal agar dapat

‘sesuai dengan, atau minimal semakin

'_'mendekatl gagasan pembangunan hukum

-.'penehtxan dan penuhsan dlsertasmya

: yaltu

hukum (legal policy) yang hendak“atau
telah dilaksanakan secara nasxonal oleh
pemerintah Indonesia, -
implementasinya mehputa AL
a. Pembangunan hukum yang berm
pembuatan hukum dan
terhadap bahan-baha
dianggap asing
dengan kebutuh
hukum yang d
b. Pelaksanaan Ke
telah ada te
lembaga da
penegak hu
Kendatipur, isf
untuk mengartik
sangat bervaria
Moh. Mahfud
kesamaan yang dapat'd
membangun penge
yaitu pada aspek ma
yang hendak diwujud _
melaksanakan hukum saat ini.

“Yang
termasuk aspek masa depan adalah

- Soekanto mengartikan politik hukum

- nilai-nilai dan menerapkan nilai-nilai”.
' Pengertlan ini sangat luas karena politik

© peraturan perundang-undangan”.

yang. da]am i
-4 %__..dijadikan kriteria untuk menghukumkan
sesuatu Kebijaksanaan tersebut dapat

'_ Pumadl Purbacaraka dan :.Sfjéfjoho

memilih
s 7

sebagai  “kegiatan-kegiatan

hukum diletakan sebagai salah satu

e bag1an dari dlSlp]lIl hukum.

Sementara itu L.J. Van Apeldorn_

'leb1h membatasi pada hukum tertulis.
. Beliau menggunakan

istilah politik
perundang—undangan yang dlartlkannya
sebagai “menetapkan tujuan dan isi
29 8 b
Sghubunaan dengan _itu Badmn—_
Wahjono® memberikan pengertian politik
hukum sebagai kebijaksanaan penye-
lenggara negara tentang apa yang

engan pembentukan hukum,
ukum lembaga penegakan

hardjo'® menjelaskan

m adalah aktivitas
b suatu  pilihan
n cara-cara yang
Kk mencapai tujuan
ikat. Politik hukum
fatu faktor yang
dinya  dinamika
politik  hukum
A ius constituendum,
arusnya berlaku.

fda politik hukum itu
untuk terciptanya jus
untuk  bidang-bidang
tertentu (substansi) dalam masyarakat,

pembinaan  hukum, pembangunan
hukum, pembaharuan hukum “dan
‘perubahan hukum. .
S Ibid, him. 10
6 Ibid, him. 74.
7 Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 5.
8 L.J. Van Apledorn, Op.Cit, hlm. 378.
?  Padmo Wahjono, Menyelisik Proses Terbentuknya Perundang-undangan, Forum Keadilan No. 29/April
1991, him. 65.
19 Satjipto Rahardijo, /inmu Hukum, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 334.
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polltlk

- hukum nasional

- politik hukum tetapi menyebutkan p011t1k

maka Bagir Manan'! berpendapat ahwa
politik hukum tidak lain dari politik
ekonomi, politik budaya, politik hankam,
dan politik dari politik 1tu sendm “Jadi
hukum :

pohtlk hukum berSIfét

konstltusmnal staatsidee, rechtszdee'

__ dan berbagai pertimbangan yang ber51fat
~ideologi maupun normatlf Su ryati

—Hmhﬁﬁl

Hukum Menuju Satu sttem Hukum
Nasional”, tidak merumuskan pengertlan
politik hukum, akan tetapi:
disimpulkan bahwa politik hukum y
Beliau maksud adalah sarana/lan
yang dapat ditempuh untuk
sistem hukum na
dikehendaki. Dan denga

cita bangsa Indonesi
Setelah diu
pendapat di a
hukum pada pr
kebijaksanaan d
yang ideal (ya
masa  yang
Constituendum)
ketentuan hukum vy
sekarang (fus Constitutui
Kembali kepada
Apeldoorn tidak menggt

perundang-undangan dan menganggap-
nya bukan sebagai ilmu tetapi sebagai
kunst (kesenian). Hirsch Ballin me-

.. masukkan politik hukum dalam bidang .C.

hukum konstitusi dan hukum tata
pemerintahan atau hukum tata usaha
negara. Satjipto Rahardjo berpendapat

B bah{vé: pohtlk ﬁilkﬁin:merupakan studi d1

bidang ilmu hukum yang diarahkan

- .kepada ius constituendum atau hukum
yang scharusnya berlaku. Dikatakan

. bahwa bagian substansial terletak di
~ bidang ilmu perundang-undangan.

- Dari uraian-uraian sebelumnya dapat -

* dikatakan secara umum bahwa politik
- hukum merupakan kebijaksanaan negara '5 _
~ yang hendak memberdayakan hukum.
- Ada yang mengatakan bukan kebijaki-_
‘sanaan pemerintahan. Tetapi dari semua
: ‘pendapat itu dapat dipastikan bahwa L
: _f;PﬁFI(—mTWWHW
‘negara membentuk hukum atau undang-
4 - undang yang dilaksanakan lembaga-
dapat 'A%

lembaga, badan-badan negara dan

“Pejabat-pejabat pemerintahan baik di

at pusat maupun di tingkat daerah.
tu adalah masalah-masalah
akan objek kajian dalam

n, politik hukum
ilmu hukum tata
ngan ini perlu
ori yang masih
hwa Hukum Tata
tkum tata negara
kum tata negara
fukum tata negara
udkan oleh hukum
rti sempit dan hukum
angkan hukum tata
aghl sempit adalah hukum
a4, hal ini sebagaimana yang

S telah dxkemukakan oleh sarjana Belanda

yang bernama Oppenheim'® pada abad
19;

Teori. - Hub“.ngan.. Hukum - Inter- oo

nasional dengan Hukum Nasional
Mengenai hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional ini

Bagir Manan, Mengkaji Ulang Syariah dan Hukum Menuju Pembangunan Hulkum Nasional, Makalah,
Diskusi Panel Fakultas Hukum Universitas Brawidjaja, Malang, 4 Juni 194, him. 17-18.
C.F.G. Sunaryati Hartono, Politik Hukim Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Bandung, Alumni, 1991,

hlm. 1.

Baschan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara, Jakarta, 1996, hlm. 23.
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teldapat dua allran yaltu momsme dan
dualisme. Menurut pandangan monisme,
semua hukum merupakan suatu sistem

‘hukum yang mengikat apakah terhadap

- individu-individu dalam - suatu negara
- ataupun terhadap negara-negara dalam

masyarakat

atas hukum nasional.

mternasmnalr- Qe

nasional dan primat hukum mter : s

Teori Monisme mengatakan- bahwa

~internasional
. .anggota E
 Hukum nasional mempunyai kekuatan
~ yang mengikat yang penuh dan sempurna

- kalau dibanding dengan hukum inter-

e dllahlrkanatas dasar 'kehendak".bé.rsémg

negara-negara dalam masyarakat inter-

- nasional. Subjek hukum nasional adalah
- individu-individu yang terdapat dalam

suatu negara sedangkan subjek hukum
adalah  negara-negara
masyarakat  internasional.

nasional yang lebih banyak bersifat
mengatur  hubungan  negara-negara

-secara horizontal.

~ antara hukum mtemasmnal dan hukum

kan. - hukum.

nasional merupakan dua sistem hukum

yang menyatu untuk mengatur seluruh A - '
Kelsen A

kehidupan manusia. Hans
mengatakan bahwa pandanoan mof
ini, berpijak dari anggapan | bahwa hu
internasional dan  hukug ]
merupakan bagian da
pada umumnya yan
akal manusia.'*
dikatakan oleh J
pengikut Moni
seluruh hukum
kaidah yang
undang. '3
Aliran du
teori bahwa da
nasional bersu
negara, hukum interniag
nasional merupakan d
perangkat hukum yan
aliran dualisme ini,

terdapat pada sumber hukum, subjek dan

kekuatan hukum. Hukum nasional
bersumberkan pada hukum kebiasaan
dan hukum tertulis suatu negara sedang-

pada hukum kebiasaan dan hukum yang

-internasional - berdasatkan... .- -hukum nasional.’

Menurut Mochtar Kusumaatmadja
masalah  hubungan antara hukum
internasional dan hukum nasional adalah

 pengkajian persoalan tempat hukum
—fiternasional  dalam keseluruhan tata

m secara umum. 16 pendapat tersebut
n asumsi bahwa sebagai suatu
ybidang hukum, hukum
rupakan bagian dari
ymumnya.  Menurut
jaatmadja,  adanya
m internasional
ari hukum pada

hal yang tidak
bila kita hendak
rnasional sebagai
ntuan dan asas yang
-benar hidup dalam
ingga mempunyai
. efektif pula denga
asas bidang hukum

ersebut adalah ketentuan hukum yang
mengatur kehidupan manusaia dalam
lingkungan  kebangsaannya  masing
masing, yang dikenal dengan nama
12

internasional dan hukum nasional

Tan Brownlie, Principles of Public Interntional Law, Seventh Edition, London, Clarendon Press, Oxford,
1983, him.35. J.G. Starke, Introduction to International Law, London, Butterowrth & Co (Publishers), 1989,

hlm.73.

J.G. Starke, Introduction to International Law, London, Butterowrth & Co (Publishers), 1989, hlm.73.
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agus, Pengantar Hukum Internasional, Bandung, Alumni, 2003, him.
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b Pemberlakuan Per]anjla

""1) Plemden dengan persetujuan--..

merupakan dua sistem hukum yang __'-_-._ten&ﬁg;ihe@s&lah ini ternyata tidak térléilu__

menyatu menjadi hukum lebih luas lagi tegas menjawab pertanyaan tentang

yang mengatur kehidupan —manusia status perjanjian  internasional dalam
secara hol1st1k R R ~ hukum nasional. Ketidaktegasan ini
- disebabkan oleh beberapa faktor yang
~ mewarnai proses penyusunan undang-
- undang ini, yaitu:'® :

- dipengaruhi oleh pemikiran yang

an Prof. Mochtar Kusumaatmadja
- yang  mengindikasikan bahwa
Indonesia menganut aliran monisme

perang, membuat perdamalan dan an ini juga mewarnai pandangan

perjanjian dengan negara lain. 4 Kementerian Luar Negeri RI sebagai
2) Presiden dalam membuat per_;an"an /% lembaga pemerintah yang membina

internasional lainnya yang_.m___en_l r " —sstandardisasi ~ tentang pembuatan

kan akibat yang luas dan mer .perjanjian internasional. Akibatnya,
i ng hubungan perjanjian
|l dengan hukum nasional
diagenda krusial dalam
dang-undang ini dan
an  bahwa teori
pedoman dasar
ya. Hal ini
sal 13 undang-
menginstruksikan
ang-Undang atau
| yang mengesahkan
sional ditempatkan
an . negara. Pada

diartikan  bahwa
nempatannya  dalam
el (i vy (o) H Y gara maka perjanjian

tersebut mengikat seluruh warga

dengan beban keua
dan/atau  menghary
atau pembentu
harus dengan p

3) Ketentuan
perjanjian int
undang-unda
Berdasarka
maka diperlukangp
membuat perjanjia
atau perjanjian
Definisi perjanjian
diartikan ~ menurut
perjanjian antara - [
organisasi internasional. i
mensyaratkan perlu persetujuan DPR

dalam membuat perjanjian internasional, negara RI. Suatu konstruksi yang
namun pasal tersebut belum berbicara sangat kental dengan warna monisme.
dengan jelas posisi perjanjian inter- 2. Undang-undang ini hanya merupakan
~ nasional dalam sistem hukum nasional. . .. kodifikasi dari praktik negara RI. . . ... . ..

Undang-Undang Nomor 24 Tahun tentang pembuatan perjanjian inter-
2000 tentang Perjanjian Internasional nasional yang sebelumnya dilandas-
yang diharapkan serta seyogianya kan pada Surat Presiden RI No.
memberi warna tentang politik hukum 1826/HK/1960 kepada DPR tentang

Lihat Damos Dumoli Agusman, Menyigi Politik Hukum Perjanjian Internasional Indonesia, Bandung,
Refika Aditama, 2010, him. 28.
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berkembang saat itu melalui pandang- =~




~ oleh perhatian publ_} ¢
~ maupun :
- permasalahan  ini.
ketertiban orde baru serta pendekatan

,:P_E:mbuatan Perjaﬁiigmperjg_nj ian
dengan negara lain. Praktik Indonesia

- sebelum undang—undang ini nyarls
_-::tldak mengalami.

~ bersumber dari -
5 -hulcum mternasmnal

“konfli
hubunga
d_

praktisi |

pragmatis yang kuat pada waktu_ itu

kedua sistem hukum ini.

. Dunia akademis pada waktd ﬂu tldak
atau belum menyediakan Jawaban/ 'A%

doktrin tentang hubungan hi
internasional dan nasional Seka
masalah ini merupakan
dari mata kuliah huk
namun belum terdag
cukup memadai
dalam kaitang
hukum Indo
hukum inte
nasional b
bahasan dal
hukum tata
dipastikan b
dan hukum ta
dengan domain
melupakan bahwa
hukum internasiofig
nasional merupaka
sentuhan antara kedua cabang ini.
Dalam hal ini belum terdapat suatu
displin yang kolaboratif dari hukum
internasional dan hukum tata negara

-tentang masalah ini. ...

~ hukum Indonesia
~hukum
—figsional. Berbagai kebingungan mencuat

hukum.

‘Ketiadaan  aturan menyangkut
hubungan antara hukum nasional dan

... hukum internasional di dalam UUD NRI
~ Tahun 1945 dan juga di dalam Undang-
- Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang
- Perjanjian - Internasional, menyebabkan
.+ kita  mencoba . menelusuri hubungan :
kedua hukum tersebut melalui praktik .
* perjanjian internasional. &
~ ternyata tidak terdapat keseragaman =

Dalam praktik

menyangkut status perjanjian inter-

~nasional di dalam kerangka sistem
- hukum nasional.

Praktik yang berbeda-

hukum maupun doktrin pada sistem
tentang hubungan
internasional dan  hukum

m dunia praktisi dalam menjawab
tentang status perjanjian
Bidalam sistem hukum RI.
%aliran mengenai status
onal dalam sistem

patkkan perjanjian
telah disahkan
bagian dari hukum
‘tidak memerlukan

Al tersendiri untuk
tasikan suatu perjanji-
yang telah disahkan.

: i a-negara maju, aliran ini
dicerminkan  dalam  constitutional
provisions atau Undang-Undang nasional
yang secara tegas memuat kaidah tentang
apa status hukum internasional dalam
nasionalnya. . Sistem

; Yunsprudensx

Indone51a
memberi  kontribusi untuk  ter-
identifikasinya persoalan ini sehingga
nyaris bukan merupakan persoalan
juridis yang perlu mendapat perhatian
perumus undang-undang ini.

belum

Indonesia sayangnya masih belum
memberi perhatian pada permasalahan
ini sehingga jangankan suatu
constitutional legal provisions, wacana
publik ke arah pembentukan politik
hukum tentang persoalan ini juga belum
dimulai.
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terdapat beberapa plllhan pohtlk »ui(um
yaltu -aliran  dualisme dan

monisme. Aliran dualisme menempatkan '
hukum internasional “sebagai -
terpisah dan :

hukum ~yang

hukum ini. Konsekuensi darl allra

adalah diperlukannya lembaga hukum
untuk mengkonvermkan;
hukum internasional ke dalam hukumf_

transformasu

nas;onal berdasarkan peraturan

ahran -

mstem. “nya.” Pada

hubungan hierarki antara edua sxstem‘_

_proses legislasi maupun yurisprudensi .

yang akhirnya terkristalisasi dalam suatu

- pilihan  politik hukum baik monisme,

dualisme maupun kombinasi kedua-
- negara-negara  tersebut,
persoalan status hukum internasional,

~baik hukum - kebiasaan internasional =
‘maupun perjanjian internasional dalam - =
~hukum nasional mereka telah tuntas dan

pada umumnya dapat dlpetakan sebagai
penganut aliran monisme (Belanda,
Jerman, Perancis), dualisme (AS, Inggris,
Australia) atau kombinasi keduanya.

undang-undangan yang berlaku untuk

Dengan“__
dikonversikannya kaidah hﬁkum inter-
nasional ini ke dalam hukum nasmnal._;;

prosedur  konversi  ini. -

maka kaidah tersebut akan  beruba
karakter menjadi produk huku nasm v
dan berlaku sebagai hukum n :
tunduk dan masuk pada
perundang-undang nasig

Aliran monisme y
hukum internasional
sebagai bagian da
hukum. Hukum
dalam ruang ling
tanpa harus melal
Kalaupun ada le
mengatur masala
legislasi dimaksud
implementasi  dari
internasional dimaksud. Da
hukum internasional yang;
sistem hukum nasional akaetets
karakternya sebagai hukum
nasional. Selain kedua aliran tersebut di
atas  terdapat pula negara yang
menempatkan hukum internasional lebih

. tinggi dari hukum nasional.. ...

mter-.

Sistem hukum Indonesia sayangnya
belum mengindikasikan apakah meng-

4 anut monisme, dualisme atau kombinasi
keduanya Namun di dalam literatur

Mochtar ~ Kusumaatmadja
'elas memotret bahwa Indonesia
a2 monisme primat hukum

ikan pendapat-

at bahwa kita
transformasi
ta Serikat. Kita
sistem negara-
ontinental  yang
terdahulu, yakni
ggap diri kita terikat
melaksanakan dan
13/ ketentuan perjanjian
oia-Keonvefisi yang telah disahkan
tanpa  perlu  mengadakan lagi
perundang-undangan  pelaksanaan
(implementing legislation)”."’

~Alasan- - mengapa - Indonesia

Pada negara-negara hukum modern
seperti AS, Inggris dan negara-negara
Eropa Barat, pengembangan doktrin
tentang hubungan hukum ini telah
digulirkan sejak awal abad 20-an melalui
proses yang cukup panjang baik pada

Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit, hlm. 92.

menganut teori monisme dengan primat
hukum  internasional versi Eropa
Kontinental karena Indonesia sebagai
negara “kerap belum atau lalai mem-
proses kewajiban Kkita berdasarkan
perjanjian internasional yang telah
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undangan nasional”.?*
Meskipun demlklan
berpendapat

diadakan ke dalam bentuk P rurldang~

* “Namun, dalam beberapa hal menurut o

penuhs

. pendapat

L apabila dlperlukan-:_-.

undang-undang 1 :
langsung menyangkut hak warga
negara sebagai perorangan.”

berpendapat bahwa perjanjian
“nasional bukan termasuk sumber hukum

ketentuan yang diatur dalam perjanjian .

internasional tersebut.?' '
_Sebagian aparat  penegak hukum

inter-

" nasional ~ dengan  alasan  bahwa
' berdasarkan Undang-Undang Nomor 12
- Tahun = 2011 (sebelumnya Undang-

~ Undang Nomor 10 Tahun 2004) tentang -

Pembentukan Peraturan Perundang-

~ undangan, jenis dan hierarki peraturan

perundang-undangan adalah Undang-
Undang Dasar Negara RI Tahun 1945,

~dahulu-

Dengan demiki'a.i:i. " Sébenarnya
merupakan kewajiban: untuk melakukan

transformasi. Namun karena Indonesig,
mengalami masalah untuk melakuk N

transformasi

proses

maka :

melaksanakan
tentu tidak
argumentasi
aliran  mo
internasiona
janjian internt
adanya leg
melaksanakan %
tersebut, bahka®
negara yang ber

pelaksanaan perjanjian mternasmnal ole
pengadilan, maka pada umumnya
penegak hukum Indonesia akan mem-
butuhkan aturan pelaksanaan terlebih
sebelum-bisa-

20

2]

a1

Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit. hlm. 93

Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat, Undang-Undang/Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang,
Peraturan Pemerintah, Peraturan

¢ Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
} oh yang dapat dikemukakan
atu perjanjian internasional
grjalan dalam praktik di
arenakan  belum  ada
anaanya adalah
Recognisation and
Horeign Arbitral Awards
Banya disebut Konvensi
wesi ini walaupun telah
iidonesia, namun hakim
“mémberikan  penetapan
san arbitrase asing
belum ada peraturan
a. Barulah hakim mau
usan arbitrase asing ketika
Agung  mengeluarkan

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

sebagai pelaksaaan dari Konvensi New
York tersebut.”?
Transformasi

perjanjian  inter-

nasional--ke dalam- - hukum---nasional - comnsfoc

Lihat Hikmahanto Juwana, Hukum Internasional dalam Persfektif Indonesia sebagai Negara Berkembang,

Jakarta, PT Yarsif Watampone, 2010, hlm. 90.

2 Lihat Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
3 PERMA ini sebenarnya bukan sumber hukum yang cukup kuat sehingga dalam praktik masih ada hakim
yang tetap tidak mau melaksanakan atau memberikan penetapan pelaksanaan putusan arbitrase asing, sampai
kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.

[ Tahun
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ternyata dalam praktlk juga dlper___ kan
ketika  isi  ketentuan - perjan_uan
internasional bertentangan
peraturan pemndang—undangan L

berlaku di Indonesia. Dalam hal terjadl
3perteq;angan atau
hukum  nasional
dengan perjanjian 1nternas:dnal

dilakukan amendemen. Beberapa c

dapat dikemukakan, seperti perjanjlén )

Orgamsa51 Perdagangan Dunia (WTO)

yang mengakibatkan hukum hak "atas_

kekayaan intelektual dan hukum i

- dengan
ang

perbedaan maka :

iﬁembéfikéri"pembébés’an pajak' serta

fasilitas diplomatik lainnya kepada para

korps diplomatik di Indonesia. Dalam hal

1ni tidak diperlukan transformasi kaidah

. Konvensi ke dalam hukum nasional dan

bahkan sampai saat ini tidak ada legislasi

nasmnal yang memuat kaidah konvensi
~ini. Yuusprudenm MA juga telah =
" melakukan rujukan. langsung terhadap
‘Konvensi ini tanpa harus tergantung pada =~

perundang-undangan nasional.
Mahkamah  Konstitusi  dalam
Jjudicial review tentang Undang-Undang

tasi harus diamendemen. Kewajlban
melakukan amendemen terhadap hukum
nasionalnya bahkan secara tegas dlatur._-

~ yang -

dalam Perjanjian WTO

menyatakan sebagai berikut: :" _
“Each Member shall ensure
conformity of its laws, re
administrative proced,
obligation as provid
Agreements.”

Contoh lain
kan di sini adalah
yang diatur dala
Indonesia sudah ,
dengan Undang.

‘Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang
Perairan. Di lain pihak, terdapat pula
perjanjian internasional yang diratifikasi
namun langsung dijadikan dasar hukum

_.untuk . implementasi, . seperti. Konvensi . ...

Wina 1961/1963 tentang Hubungan
Diplomatik/Konsuler yang diratifikasi
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1982. Konvensi Wina 1961/1963 tentang
Hubungan Diplomatik/Konsuler yang
diratifikasi  dengan  Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1982 telah dijadikan
dasar hukum bagi pemerintah untuk

Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi telah

A melakukan rujukan langsung pada
A% “praktik dan kebiasaan internasional

geara universal”. Terobosan ini sangat
ik - dalam diskusi monisme-
na menimbulkan pertanya-
nana hakim dapat terikat

kum kebiasaan
atau  tanpa
sebut (monisme).

reon b bahwa kaidah
mternasmnal dimaksud telah menjadi
konvensi ketatanegaraan yang setara
dengan konstitusi sehingga mengikat
secara hukum nasional termasuk hakim.

Konstruksi-Sinit s i Mo AC eIl esissssinsncf

aliran dualisme yang sangat mengental
pada konsepsi hukum ketatanegaraan
Indonesia. Namun pada gilirannya,
yurisprudensi MK ini tetap belum
memberikan kejalasan arah bagi status
hukum internasional dalam hukum
nasional.
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-perjanjian
. terhadap pola pikir para Juru ‘runding
a4 -'Indonesm

'bertentangan dengan hukum- -'-'nas-lc'mal”
© Pertanyaan semacam- 1n1 tldak terlalu

Keruwetan ini  jug

niérambah pada praktik pembuatan
khususnya o

mternasmnal

dalam o melakukan

mternas ional.

mengemuka pada era orde baru

- mengingat pada era ini kekuat n politi

suatu -

bukan merupakan kendala

: n.a'sfim{é-l'j'Ihdd.ﬁési'é'-_bukan s.'eb.a.llik.nya. :

Bahkan, perjanjian ini baru dapat -
dituntaskan serta ditandatangani setelah

dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2007 tentang Penanaman
~ Modal yang baru.

- Inkonsistensi juga terjadi pada pola

 pikir Pemerintah dalam meratifikasi.
suatu perjanjian. Pada era orde baru,

meratifikasi suatu perjanjian yang
bertentangan dengan hukum nasional
hukum.
Namun pada era reformasi terdapat

pangluna_

militer — menjadi
perjanjian mternasmnal

pembuatan

Sepanjang keputusan p011t1k meng A
dapat saja suatu perjanjla

izinkan,
ditandatangani sekahpun
hukum nasional. Hukum
kemudian diharapkan dap@i
penyesuaian den,
dimaksud. Namu
pertanyaan ini 4u
tersendiri bagi parz
dapat digam
pun juru run
berani mergh
perjanjian
hukum nasiona
Namun
prinsip bahwa
selaras dengan hu
fo the respective laws’
sangat ditekankan
rangka mengaman ;

m

memastikan bahwa per_]anpan yang®

disepakati tetap dalam koridor hukum

nasional. Prinsip ini dikedepankan
karena para juru runding menghindari
-adanya - klaim.. bahwa . telah -
pengabaian terhadap hukum nasional.
Nuansa ini terlihat jelas dalam
perundingan  Economic  Partnership
Agreement  Rl-Japan  2007. Pada

perundingan ini, Delri secara Kketat
berpedoman pada peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan untuk itu
perjanjian ini harus mengikuti hukum

terjadi  pada

“terjadinya

terjadi-co

kecenderungan untuk menyesuaikan dulu
hukum nasional sebelum meratifikasi
perjanjian internasional. Hal ini misalnya

Perjanjian ~ Kawasan

"Ekonomi  Khusus Batan, Karimun,
intan RI-Singapura 2006 yang harus
dikeluarkannya  Perppu
ahun 2007 tentang Kawasan
m dilakukan proses

pertanyaan mendasar
apatkah DPR dan
n suatu perjanjian
dengan hukum
' Indonesia  justru
a banyak perjanjian
7 tidak selaras dengan
1 diratifikasi  oleh
Namun jika di era
R diperhadapkan dengan
nyian yang jelas menabrak
nal, dapatkah argumentasi

pelanggaran hukum
nasional” dijadikan sebagai dasar untuk
menolak ratifkasi perjanjian tersebut?
Pertanyaan semacam ini akan tetap

menjadi - kontroversi - sepanjang -hukum - oo

Indonesia tidak menyediakan jawaban
yang tegas tentang status perjanjian
internasional dalam hukum nasional.
Bagaimana produk legislasi
Indonesia mengidentifikasi serta
menempatkan hukum internasional juga
diwarnai oleh kegamangan. Undang-
Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
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menyebut bahwa “Ketentuan hukum

hak asasi manusia menjadl
nasional”.  Ketentuan Jin

secara tegas melalui pasa

karakternya sebagai hukum nasion

tidak jelas menentukan kapan negara RI

pengesahan (ratifikasi) atau mekanisr
lain seperti pernyataan umlateral atau by
absence of its persistent objections
penerimaan (transformasi da
dualisme) dilakukan me
an maka undang-u
memberi kontribusi dg
sistem dualisme d
hubungan huku
hukum nasional.
Undang-Unda
2007 tentang Pena
kan salah satu co
yang sarat dengan ke
hubungan perjanjian
hukum nasional. Dalan
umum ditegaskan bahwa
ini dimaksudkan untuk
berbagai perjanjian interna

disesuaikan dengan dinamika perjanjian
internasional yang telah demikian pesat.

HAM Pasal 7 ayat (2) secara eoasi

mternamonal yang telah dlternna negara
Republik Indonesia yang menyangkut :

dipengaruhi oleh warna d lisme | r‘en_'g_:_f

hukum  internasional dltransformastkan'-..
menjadi hukum nasional.  Dalam kaitan
ini hakim dapat merujuk langsung'pada' '
ketentuan internasional HAM dalami'

telah menerima suatu ketentuan hukum -
internasional, apakah melalui mekamsme_

berarti bahwa undang—undang ini

Namun, warna dualisme dimunculkan

'-dengan undang—undang 1n1) terhadap
“investor negara asing berdasarkan
_perjanjian  internasional.
‘untuk menyesuaikan setlap perjanjian
- dengan undang-undang ini di satu pihak,

Kewajiban

serta  diperbolehkannya memberikan

_ perlakuan istimewa yang menyimpang
~dari prinsip undang-undang ini di lain
“pihak, tetap
‘pertanyaan krusial yaitu apakah undang-

meyisakan  berbagai
undang ini dapat menganulir perjanjian
internasional yang bertentangan dengan
undang-undang ini? Atau apakah suatu

,—Nammmmm%mﬂwwmmmmw

cualikan undang-undang ini? Ketidak-

Jelasan ini tentu akan membingungkan
/\ para juru runding Indonesia dalam

megghadapi  perjanjian  di  bidang

1 juga ditandai dengan
knya perjanjian-perjanji-
mencoba mengatur
ahan yang men-
ional. Perjanjian-
Hitidak langsung
lainkan hanya
etting yang
dangkan oleh
‘dalam  hukum
: ini tidak
endiri melainkan
anggota untuk
ndang nasional yang
norma dimaksud.
I ini adalah Konvensi
um perdata internasional,
HAKI, Anti Korupsi, Organisasi
Kriminal Terorganisasi dIl. Dalam
perspektif hubungan hukum inter-

nasional dan hukum nasional, perjanjian-

- dalam beberapa pasal misalnya Pasal 16
yang mewajibkan agar setiap perjanjian
internasonal yang akan dibuat oleh
Indonesia disesuaikan dengan undang-
undang ini. Kontradiksi dari pasal ini
tanpa disengaja muncul pada Pasal 6 ayat
(1) yang mengizinkan adanya perlakuan
istimewa (yang hakikatnya bertentangan

perjanjian  semacam ini  acapkali
dijadikan contoh secara kurang tepat.
Undang-Undang  Antikorupsi  sering
diartikan sebagai undang-undang yang
mentransformasikan ~ Konvensi ~ Anti
Korupsi, atau Undang-Undang Paten/
Merk selalu diartikan sebagai undang-
undang  yang  mentransformasikan
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“dimaksud  bukanlan
 transformasi dalam perspektif- dualisme,
Tk melamkan

tentang  Paten/Trademark.
penulis, undaug—undang
- undang-undang

Konvensi
Menurut

undang undang

dimaksud hanya membatasi  diri pada

f01mula each state s!'?'cill" adopr'fifz'_'ir‘s v

standmd—settmg tlda_k__:
dengan persoalan |
internasional dan hu

Kejelasan do,
mengatur tenta
internasional da
menjadi kebuj
Indonesia. Pat
ini, telah bey
internasional §
dengan atau tay
Kaidah-kaidah °
kehidupan manu
HAM, dan isu-isu
disadari telah mers
bahkan, khususnya :
mengikat para hakim Ind
belum ditransformasikan ke -

dalam
hukum nasional. Apa yang menjadi dasar

hukum positif sehingga para hakim

~ terikat pada kaidah HAM sangatlah sulit

" ni;

—sghasional
erjanjlan internasional. Indonesia pada

ebijakan tersebut akan menentukan _
status perjanjian internasional, memberi-

. kan arah bagi Kkonsistensi penerapan
~ perjanjian internasional, dan menentukan
~ sejauh mana hukum internasional dapat

- mempengaruhi sistem hukum nasional.

~Absennya _
v mengaklbatkan inkonsistensi yang leblh EE

* besar dan menjadi preseden buruk bagl

~ kepastian hukum di tatanan nasional.

kebijakan tersebut akan

. - Kesimpulan

Perjanjian internasional semakin
internasional. Hampir semua persoalan
internasional yang menjadi keprihatianan
dan kepentingan masyarakat inter-

dijawab dengan membuat

gkade terakhir banyak terlibat
buatan dan meratifikasi
internasional. Namun
esia sampai saat ini
3s menentukan politik
kut status perjanjian
tatanan hukum
1 Tahun 1945 tidak
gbijakan atau politik
jungan antara hukum
¥ Sukum internasional.
ang-Undang Nomor -
tentang Pembentukan
erundang-undangan  dan
Nomor 24 Tahun 2000
njian Internasional tidak
kan kejelasan mengenai status
perjanjian internasional dalam tatanan
hukum nasional Indonesia.
Dalam teori terdapat beberapa aliran

_ menyangkut hubungan hukum nasiopal

dijawab karena belum ada doktrin, apa
lagi legal provision, yang dibangun untuk
menjelaskan tentang status hukum
internasional dalam hukum nasional.
Tantangan ini telah mengharuskan
Indonesia untuk mengambil sebuah
kebijakan nasional (politik hukum) yang
mengatur hubungan kedua sistem hukum

dan hukum internasional, yaitu aliran
monisme (primat hukum internasional
dan primat hukum nasional), dualisme,
dan kombinasi (campuran) dari kedua
aliran tersebut. Beberapa negara telah
mengatur secara jelas dalam Konstitusi-
nya mengenai status  perjanjian
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dalam tatanan hukum nasionalnya.
Karena Konstitusi Indonesia dan
peraturan perundangan - lamnya tidak
memberikan arahan mengenai status
petjanjian internasional, _maka3 ituk:
mengetahui politik hukum
menyangkut persoalan
dapat merujuk pada

berlangsung selama ini jana
Indonesia  melaksanakan perjan_uan- :
perjanjian internasional ~ yang  telah
diratifikasi.  Berdasarkan = beberapaf-

contoh yang diuraikan di atas peuanpxan'- :

~diratifikasi- oleh

“apabila telah ditrasformasi ke dalam
~hukum -

nasional.  Bahkan terdapat -
beberapa perjanjian internasional yang
Indonesia - yang
mengharuskan negara peratifikasi untuk

“mengubah hukum nasionalnya agar

konsisten dengan perj anjlan internasional

tersebut . -
_ Sehubungan dengan itu maka sudah =~
-.waktunya bagi sistem hukum Indonesia
untuk mulai mengembangkan aturan

tentang hubungan hukum internasional =
dan hukum nasional yang sekaligus dapat
menjawab tentang status perjanjian

internasional  diperlakukan - secara
beragam (berbeda) di dalam prakti-kﬁ-']-
Terdapat beberapa  konvensi —atau
perjanjian internasional yang sudah dapat
diterapkan di Indonesia tanpa har

yang berarti mengikuti alir:
Dalam aliran monisme ini
pembedaan, yaitu ya
hukum nasional dan y
hukum internasional
kasus lain Indon
dualisme,  yaitu
internasional han
oleh aparat penegak’

BHAKT% DHARMA

internasional dalam hukum nasional.
Penelitian ~ akademis  perihal  ini

'.tampaknya sudah harus dimulai dan

an ketimbang menyerah-
kepada kecenderungan
a.  Praktik Indonesia
ngun oleh suatu
akademis yang
3, menunjukkan
engarah pada
. Pengalaman
diuraikan di atas
grsebut.
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